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PELAYANAN KEDOKTERAN YANG BAIK

• AVAILABLE  (KETERSEDIAAN)
• APPROPRIATE  (KEWAJARAN)
• CONTINUE  (KESINAMBUNGAN)
• ACCEPTABLE  (PENERIMAAN)
• ACCESIBLE  (KETERCAPAIAN)
• AFFORDABLE  (KETERJANGKAUAN)
• EFFICIENCE  (EFISIEN)
• EFFECTIVITY  (EFEKTIF)
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Sistem pelayanan kedokteran

• Merupakan upaya kesehatan perorangan 
(UKP) 

• UKP terdiri dari pelayanan primer/dasar, 
pelayanan sekunder dan pelayanan 
tersier.

• Untuk memberikan pelayanan kedokteran 
yang baik sistim rujukan harus optimal.



Sistem Pembiayaan 

• Bersumber dari Pemerintah, masyarakat, maupun 
swasta 

• Penggalian dana berasal dari masing-masing 
individu dalam satu kesatuan keluarga, bagi 
masyarakat rentan dan keluarga miskin sumber 
dananya berasal dari pemerintah melalui jaminan 
pemeliharaan kesehatan wajib

• Bagi keluarga mampu dilaksanakan melalui jaminan 
pemeliharaan kesehatan wajib dan atau sukarela

• Pembiayaan UKP dengan cara sistem pembayaran 
kapitasi



Sistem Pendidikan

• Sistem pendidikan memberikan jaminan mutu 
bagi dokter baik dalam strata pelayanan 
primer, sekunder maupun tertier

• Jaminan mutu berarti menjaga kompetensi 
dokter dalam memberikan pelayanan 
kedokteran

• Salah satu pengertian mutu adalah 
kepatuhan terhadap standar yang telah 
ditentukan



Peraturan dan Perundang-
undangan terkait

1. Sistem Kesehatan Nasional
(SKN, 2004)

BabBabBabBab IV, IV, IV, IV, UpayaUpayaUpayaUpaya KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan PeroranganPeroranganPeroranganPerorangan (UKP) Strata (UKP) Strata (UKP) Strata (UKP) Strata PertamaPertamaPertamaPertama

UntukUntukUntukUntuk masamasamasamasa mendatangmendatangmendatangmendatang apabilaapabilaapabilaapabila sistemsistemsistemsistem jaminanjaminanjaminanjaminan kesehatankesehatankesehatankesehatan
nasionalnasionalnasionalnasional telahtelahtelahtelah berkembangberkembangberkembangberkembang, , , , pemerintahpemerintahpemerintahpemerintah tidaktidaktidaktidak lagilagilagilagi
menyelenggarakanmenyelenggarakanmenyelenggarakanmenyelenggarakan UKP strata UKP strata UKP strata UKP strata pertamapertamapertamapertama melaluimelaluimelaluimelalui PuskesmasPuskesmasPuskesmasPuskesmas....

PenyelenggaraanPenyelenggaraanPenyelenggaraanPenyelenggaraan UKP strata UKP strata UKP strata UKP strata pertamapertamapertamapertama akanakanakanakan diserahkandiserahkandiserahkandiserahkan kepadakepadakepadakepada
masyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakat dandandandan swastaswastaswastaswasta dengandengandengandengan menerapkanmenerapkanmenerapkanmenerapkan konsepkonsepkonsepkonsep dokterdokterdokterdokter
keluargakeluargakeluargakeluarga, , , , kecualikecualikecualikecuali didididi daerahdaerahdaerahdaerah yang yang yang yang sangatsangatsangatsangat terpencilterpencilterpencilterpencil yang yang yang yang masihmasihmasihmasih
dipadukandipadukandipadukandipadukan dengandengandengandengan pelayananpelayananpelayananpelayanan PuskesmasPuskesmasPuskesmasPuskesmas....



• PasalPasalPasalPasal 4:4:4:4:
SJSN SJSN SJSN SJSN didasarkandidasarkandidasarkandidasarkan padapadapadapada prinsipprinsipprinsipprinsip kegotongkegotongkegotongkegotong----royonganroyonganroyonganroyongan, nir laba, , nir laba, , nir laba, , nir laba, 
keterbukaan, kehatiketerbukaan, kehatiketerbukaan, kehatiketerbukaan, kehati----hatian, akuntabilitas, portabilitas, hatian, akuntabilitas, portabilitas, hatian, akuntabilitas, portabilitas, hatian, akuntabilitas, portabilitas, 
kepesertaan bersifat wajib, dana amanah dan hasil pengelolaan kepesertaan bersifat wajib, dana amanah dan hasil pengelolaan kepesertaan bersifat wajib, dana amanah dan hasil pengelolaan kepesertaan bersifat wajib, dana amanah dan hasil pengelolaan 
dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk 
pengembangan program dan untuk sebesar besarnya pengembangan program dan untuk sebesar besarnya pengembangan program dan untuk sebesar besarnya pengembangan program dan untuk sebesar besarnya 
kepentingan pesertakepentingan pesertakepentingan pesertakepentingan peserta

• PasalPasalPasalPasal 22222222 ayatayatayatayat 1:1:1:1:

ManfaatManfaatManfaatManfaat program program program program JaminanJaminanJaminanJaminan KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan (JK) (JK) (JK) (JK) bersifatbersifatbersifatbersifat pelayananpelayananpelayananpelayanan
perseoranganperseoranganperseoranganperseorangan yang yang yang yang berupaberupaberupaberupa pelayananpelayananpelayananpelayanan kesehatankesehatankesehatankesehatan komprehensifkomprehensifkomprehensifkomprehensif
mencakupmencakupmencakupmencakup pelayananpelayananpelayananpelayanan promotifpromotifpromotifpromotif, , , , preventifpreventifpreventifpreventif, , , , kuratifkuratifkuratifkuratif dandandandan rehabilitatifrehabilitatifrehabilitatifrehabilitatif, , , , 
termasuktermasuktermasuktermasuk obatobatobatobat dandandandan bahanbahanbahanbahan medismedismedismedis habishabishabishabis pakaipakaipakaipakai yang yang yang yang diperlukandiperlukandiperlukandiperlukan....

2. Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN)
UU no.40 tahun 2004



• Pasal 23 ayat 1:Pasal 23 ayat 1:Pasal 23 ayat 1:Pasal 23 ayat 1:

Manfaat JK sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diberikan pada Manfaat JK sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diberikan pada Manfaat JK sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diberikan pada Manfaat JK sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diberikan pada 
fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang menjalin fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang menjalin fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang menjalin fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang menjalin 
kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS)kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS)kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS)kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS)

• Pasal 24 ayat 3Pasal 24 ayat 3Pasal 24 ayat 3Pasal 24 ayat 3

BPJS mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem BPJS mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem BPJS mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem BPJS mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem 
kendali mutu; dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk kendali mutu; dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk kendali mutu; dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk kendali mutu; dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas jaminan kesehatan meningkatkan efisiensi dan efektifitas jaminan kesehatan meningkatkan efisiensi dan efektifitas jaminan kesehatan meningkatkan efisiensi dan efektifitas jaminan kesehatan 



3. Praktik Kedokteran 
UU No. 29 tahun 2004

• Penjelasan 
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan suatu b adan 
yang independen yang akan menjalankan fungsi regula tor, yang 
terkait dengan peningkatan kemampuan dokter dan dok ter gigi 
dalam pelaksanaan praktik kedokteran

• Pasal 3 
Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:
a. Memberikan perlindungan kepada pasien;
b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan me dis 

yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dok ter dan 

dokter gigi



• Pasal 7 ayat 1
KKI mempunyai tugas :
a. Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi
b. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan  dokter gigi
c. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan prak tik 

kedokteran yang dilaksanakan lembaga terkait sesuai  dengan 
fungsi masing-masing

• Pasal 44
(1) Dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan pr aktik 

kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokt eran atau 
kedokteran gigi

(2) Standar pelayanan sebagai mana dimaksud ayat 1 d ibedakan 
menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan



• Pasal 49 ayat 1
Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik 
kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan 
kendali mutu dan kendali biaya 

(Penjelasan ; “kendali mutu” adalah suatu sistem pemberian 
pelayanan yang efisien, efektif dan berkualitas yang memenuhi 
kebutuhan pasien: “kendali biaya” adalah pembiayaan yankes 
yang dibebankan kepada pasien benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan medis pasien didasarkan pola tarif yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan) 
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Pembiayaan Sektor Kesehatan

Masyarakat

Perusahaan

Pajak
Anggaran Sektor

KesehatanAPBN

UKM

UKP

Lain-lain
Lain-lain

Lain-lain

Lain-lain

Out-of-pocket

Dokter Keluarga

UKP = Upaya Kesehatan Perorangan
UKM = Upaya Kesehatan Masyarakat

Intermediaries

PAYORS

As. Komersial

Dana UKP > UKM

Dikutip dari : Moeloek, F.A dan Soetono.G 



Masyarakat

Perusahaan

Pemerintah
(Gakin)

I

II

III

Dokter Keluarga

Pajak
Anggaran Sektor

KesehatanAPBN

UKM

UKP

Lain-lain
Lain-lain

Lain-lain

Lain-lain

Out-of-pocket

BPJS

Pembiayaan Sektor Kesehatan

UKP = Upaya Kesehatan Perorangan
UKM = Upaya Kesehatan Masyarakat
BPJS = Badan Pengelola Jaminan Sosial

PAYORS

Intermediaries

As. Komersial

As. Sosial
Dana UKM > UKP

Dikutip dari : Moeloek, F.A dan Soetono.G 



Penutup 

• Pelayanan kedokteran yang baik didukung 
dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu : 

1. sistem pelayanan (strata pelayanan dengan 
rujukannya), 

2. sistem pendidikan (standar pendidikan dan 
standar kompetensi dokter) 

3. sistem pembiayaan (kendali biaya)

• Perlu dibuat aturan pelaksanaan undang-
undang terkait




